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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 83
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

:oa. bahwa salah satu tujuan negara dalam Undang-
Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, yang dipertegas lagi dalam
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi kesejahteraan seluruh rakyat;

b. bahwa untuk menjamin masyarakat di Kabupaten
Banyumas mempunyai akses kepada layanan
kesehatan yang dibutuhkan dengan mutu yang
memadai dan tidak menimbulkan kesulitan keuangan
pada penggunaannya;

C. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan
Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan
Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

d. bahwa Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan
peserta jaminan kesehatan dengan bantuan iuran
dalam pelaksanaannya terjadi pengalihan kepesertaan
Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja
Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah menjadi
peserta Penerima Bantuan [uran Jaminan Kesehatan
sehingga untuk memenuhi kuota tersebut maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf
c perlu diubah dan disesuaikan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013,
Nomor 11 Seri E);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan
Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas



Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasall

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 79) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendataan Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda berdasarkan
pengajuan dari masyarakat Penduduk PBPU dan BP Pemda yang belum
memiliki Jaminan Kesehatan atau Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang
telah dinonaktifkan.

(2) Penduduk yang didaftarkan menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP
Pemda harus melengkapi persyaratan yang terdiri atas:

a. surat keterangan Penduduk yang akan didaftarkan tercantum dalam
DTKS/non DTKS/Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrim (P3KE) dari Dinsospermades dan belum terdaftar PBI Jaminan
Kesehatan;



b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang diketahui

Kecamatan bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DTKS/
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi penduduk
yang tidak terdaftar dalam  DTKS/Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE); dan

fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data kependudukan
bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DTKS/Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).

(3) Selain persyaratan yang dimaksud dalam ayat (2), penduduk yang
mempunyai surat kontrol/surat rujukan/surat keterangan sakit dari
rumah sakit/puskesmas diprioritaskan untuk didaftarkan menjadi
Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,
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ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002
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